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ABSTRAK

Penapaman modal mempunyai arti vang sanpgat penting bagl pembangunan
ckonomi nasional sebagmmana byjuan yeng hendak dicapai melalul Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Dengan dinndangkannya
Undang-Undang Penanaman Modal yang baru tersshul maks scmus undang-undsng
terdabulu vang mengatur Penanaman Modal (Undang-Undang No 171967 jo Undang-
Undang No1l/1970 tentang  Penanaman Modal Asing dan Undang-Undanp
MNo/1968 jo Undanp-Undang MNe.12/1970 Tentang Penanaman Modal Dalam
Megeri), dinvatakan tidak berlaku. Troninyn, undang-undang vang menjadi sumber
hukum telah dinyatakan tidak berlaku, tapi aturan pelaksana undang-undang rerschut
musih dipskal hingga saat ini, walaupun bertentangan dengan jiwa undang-undang
baru itu sendiri. Salah satu aturan pelaksana yveng masih tetap dipakal adalah
Kepulusan Presiden Nomor 29 Tahuen 2004 Tentang Pedoman dan Tata Cara
Permohonan Penanaman Modal yang didinkan dalam mnpgka PMA dan PMDN.
Cuna memaham: permasalahan lebik jelas. penulis meneliti permazalahan sebagpa
benkut © Pertama, Bagaimana proses pelaksanaan investasi dalam neperi di Sumatera
Barat setelah diberlakukannya Undang-Undang Momor 25 Tabun 2007, Kedua,
Kendala-kendala aps saja vang dihadapi dalam proses peluksansan investasi dalam
negert di Sumaterz  Barat. Untuk membshas  permasalahan di ates penolis
menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologiz vaitu berups pendekatan
maszlzh melalui penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan vang ada
dihubungkan dengan prakeeknys di apangan. Metode pengumpulan dota yang
digunakan adalah studi dokumen dan wawancara, Jenis data vang diponakan adalsh
data skunder dan data primer. Data skunder diperoleh dari hahan hukum primet,
bahan hukum skunder, dan behan hukum tertier, Sedangkan data primer diperobeh
dari pepelitian dilapangan yaitu dengan melakukan wawancara dan kemudian
diznalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian vanp penulis Jakukan dapat
disimpulkan bahwa kewenanpgan pemberian izin dan persetujuan prinsip dalam
proses pelaksanasn myvestast dalam negeri di Sumatera Barat dilakukon oleh BEPM
Pusat yang mendapat pelimpaban kewenangan dari Menteri Investasi. Adapun
kerdala vang dihadapi ofeh dunia investasi Sumatera Barat, secara garis hesar dapa
dikelompokkan kedalam 2 kelompok, yaitu kendala cksternal, seperti : fuktor
fingkungan hisnis, masalah hukum, fakior keamanan dan jups adanya peraturan-
peraturan setingkat perda yang turut mendistorsi kegintan investasi di Sumatera
Barat. Kendala internal, seperti - kesulitan perusahaan mendspatkan lahan atan lokasi
provek yang sesuai, kesulitan mempercleh bahan baku, kesulilan dana‘pembiavan,
tesulitan pemasaran, dan adanya senghetz ataw perselisihan di antama pemepsns
sahani.



e

. T

BAB 1

FENDAHULUAN

A, Latar Belakang,

setiap negara sclalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejabneraan
dan kemakmuran rakyatnye, Ussha kearah tersebut dilakukan dengan berbagai
cara yvang berbeda antara nepara satu dengan negara lainoya. Salabh satu useli
yvang selalu dilakukan negara adalah mepartk sebanvak mungkin mvesier untuk
menanamkan modal i negaranya '

Undang-Undang Momor 25 Tahon 2007 teptane Penanaman Modal vang
diajukan oleh Pemerintah dan disahkan oleh Devwan Perwakilan Bakyat Republik
Indonesia (DPR R1) pada tanggal 29 Maret 2007 dilwrgpkan mumpu menjawab
tandangan dan kebutwhan uvntuk mempercepat perkembangan  perckonomian
nasional, melalul konstruks: pembangonzn hukum masional dibidinye penanoanian
madal vang bersaing dan berpihak kepada kepentingan nasional. serta 1enu saja
diharapkan mampu memberikan janiinan dan kepastian hukuni bagi para penanam
miodal di Indonesia”.

Undang-Undang Pepanaman Modal Nomor 22 Tahun 2007 telah

diundangkan menggantikan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA)

"Vulianto Ahmad, © Peran Multilateral lnvestment Guerantee Asency delam Keziatan
Ieveatasi™, Jwenal Hukeor Sisnes, Vol 22, Mo5, Tabon 2003, [hm., 29
*alim HE dan Budi Surrizno, “Hukum fovestasd & fndonesin”, Raja Grafindo. fukara,

200E, hilm, &



SMomor 1 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomar 11 Tahun 1970 dan Undanp-
Undang Penanaman Modal Dalam Megeri (PMDON) Nomor 6 Tahun 13068 o
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970, Aturan Peralibannva menvatakan semua
peraturan perundang-undangan vang terkait dengan Undang-Undang "enznaman
Muodal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Mepgeri tetap berlaku
sepaniang tidak bertentapgan dan belum diatur dengan peraturan yang bary
berdasarkan undang-undang yang bar diterbitkan®.

Uapi apakah Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2007 tersebat felah benar-
benar memberikan solusi untuk semua masalah investasi vaog ada di Indonesia?
Ternvata masih cukop banvak kejanggalan dan kelemahan yaog dimiliki undang-
undang tersehut,

Salah sam contoh kejangeslan vang menjadi sorotan penulis adulah
masalah jaminan kepastian bukum. Seperti kita ketabui bersama Undang-Undang
Penanaman Moaodal lahir setclah Permendagri Nomor 24 Tabun 20049 tenlang
Pedoman  Penvelengparaan  Pelayanan  Terpade  Sawn Pinte  dikeloarkan.

Permendagri tersebut vang merpgpakan salzh satu regulasi pelaksana mau tidak

¢ harus berpedoman kepada Undang-lUndang vang memayunginya, vakn

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Secara tidak

Tadang Abdullah, “Tinjauan atas UU Penamaman Modal o235 Tahua 2007 Sebuil

van " nsseal Mk S Val 26, Mod Talon 2007 hal 5



lanesung tentu Permendapri tersebut harus dievaluasi lagi agar sesua dengan jiwa
Undang-lIndang 25 tahuon 2007,

Kelemahan lain timbul ketika dalam aturan peralihan Undang-Undang 235
Tahun 2007 (Pasal 37 ayat 3) dinvatakan, semua permohonan penanaman modal
dan permohonan lainnya vang berkaitan dengan penanaman modal vang telah
disampaikan kepada instansi vang berwenang dan pada tangpal disahkannya
Undang-Undang  Momor 25 Tahun 2807 belum  memperelel  persehsjvan
pemerintah, wajib disesvatkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang MNamor
23 Tahun 2007, Ini berarti semua permohenam tersebul horus menunggu lerbiinyy
semua peraturan pelaksanaan termasuk tenleng Pelavanen Terpacde Satu Pintu
ving kajian konsep dasarnya, sedang disiapkan oleh tim yvang ditunjuk, Hal o
akan menvehabkan kevakuman penanganon permobonan icin seloma bebernpn
bulan kedepan, Kita teniu saja dapat kehilangan momen ivesiasi / usaba |
dagane. karena semua pelavanan penanaman modal baik o dengan atan tanpa
fasilitas, harus melalui * Pelayanan Terpadu Satu Pintu ™ BEPM vang peraturan
Pelaksanaannya hingea saat ini belum terbit. Hal inl mesti mendapatkan perhatian
dari penyvusun Undang-Lndang Penanaman Modal. Ehususnya pemerintah’

Disamping kelemahan-kelemahan teoritis menvangkut kepastian hukum

tersebul. kelemahan-kelemaban dalam hal pelaksansan atarap-aturan vang ada
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vlch pibak-pihak terkait dalam: pecanaman modsl juga harus mendapat sorotan
pemerintah khususnya dan semua pikak pada wmumnya agar proses pelaksanoan
penanaman modal di lapangan dapat berjalan sesuai repulasi vang  telal
ditetapkan.

Jika kelemahan-kelemahan tersebut tidak segera dismasi dan pelaksanaan
dilapangan berbeda dengan sturan yang telah ditetapkan, bukan tidak mungkin
Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2007 tersebut tidak akan mampu mejowab
ttangan dan kebutuhan untuk mempercepal  perkermbongan  perckenomion
nasional, melalui kenstruksi pembangunan hukum nasional dibidong penanaman
modal yang bersaing dan berpibak kepada kepentingan nasional, sebagaimana
vane terlulis didalam penjelasannya.

Berdasarkan  persoalan-persealan diatas itulah penulis tertarik unuk
melabukan membahas, menelinn dan menulisnva kedalam soatu bentuk ulizan
dmazh berups sknpst dengan juculy, *Proses Peluksanaan Investasi Dalam
Negerd dli Sumaters Barat Sctelah Diberlabkukannya Undane-Undang Momor
25 Tahun 2007 ",

B. Perumusan Masalah,
Berdasarkan latar belakang diatas, asar penubisan ini menjadi lebil terarah

mencapal tujwm, maka penulis mengemukakon penomusan masalah sehaea



BAB IV

PENUTUF

A, Kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, mika dapat  diperaleh

kesimpulan akhir, yaitu ;

1. Proses pelaksanazn investasi dalam negeri di Sumatera Baral setclah
dikeluarkannya Undang-Undang Nomee 23 Tahun 2007 Tentang
Penanaman  Modal, masih memakai  peraturan  pelaksu vairn
Keputusan Kepale Badan kKoordinas: Penanaman  Modal  Nomor
ST/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tatacara Permohanan PPenamaman
Modal vang didirikan dalam rangka PADN dan PRIA, vang mengacu
kepada  Keputusan  Presiden Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Penvelenggaraam Penanaman Modal Dalam Rangka PMA dan PMDN
nelalui Pelavanan Satu Atap, Ini disebabkan el adanya peratran
pelaksina bary, khususnya menpenal Pelavanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP}, vang diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun
007, Salah smu akibatnya BRPM sz imi masih melavani perijinan,
walaupun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tabun

303017, hal ini merupakah Tangkah vang tidak mempunyat dasar bukun,
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cohab dalom Undang-Unidang terschut, BEPM sudah tidak memiliki

wewenang memberi perijinan lagi., Seharusnyn pelavanin difakukan

dengan Pelayanan Terpadu Satu Fintu sebagaimana diatur Undang-

Undany wersebul,

5 Kendala yang dibadapi oleh Qunia (pvestasi Sumatera Taral, ssvad

garis besar dapat dikelompokkan kedalun 2 kelompol, vaitu kendala

olsternal, seperti - faktor linglungan bisnis, masalah hukum, Laklos

keamanan dan jupa adanya peraturan-peraiiran setlnpkat perdd yang

wnt mendistors1 kegiatan investasi di Sumaleca Daral, Kendalu

internal, seperti ; kesulitan perusahazn mendapatkan lahan atal lokasi

provek yang cesuai, kesulitan mempereleh bahan Bakw, kesulitan

dana/pembiayan, kesulitan pemasaran. dan adanva sengketa atau

areelisihan di antars pemegang sabsmn,
P 2l

I3, Suaran

1. Pernerintah harus scsegord munekin mengelurakan peraturan glaksmma
=] B

lentang  Pelavanan Terpady Satu Pintn vang herpavung  kepada
£ ) P iy~ WUILE :

Undang-Undang MNomor 745 Tahen 2007. Hal ini sangat diperlukan

karena dalam aluran peralifian Undang-Undang 23 Tabun 2007 {Pasal

17 avat 3 dinyatakan, semu permohonan penanaman modal dan
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